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Peradilan etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus dldukung penuh
oleh an%;otd Dewan agar lembaga tersebut dapat m@njalankan penegakan

etika d

PR Rl dengan sebaik-baiknya.

Ketua DPR Rl, Bambang Scesatyo membacakan Keynote Speec

C\,r\/z'y ion Centre, Ancol (21/3).

AL tersebul disampaikan
Ketua DPR R, Bamk
Soesatyo nsat menyampaikan
Keynote speech sckaligus
membika Scrninar Nasional
bertajuk "Kedudukan
Peradilan Tiik Dalam Sisteny
Kekuasaan Kehakimun
Datam Rangka Menjaga
Kehormatan Dan Martabat
Iakim Di Indonesia® yang
digelar di Hotel Mercure,
Ancol, baru-baru ini.

Wakil Ketua MKD DPR
R1 Sarifuddin Sudding, sani
mewakili Ketna MKD. Sufmi
Dasco Ahmad di acara
Seminar tersebult
menjelaskan, MKID
merupakan Lembuaga
penegak kode elik DPR RT

_yang dibentuk dengan

maksud agar sistem kode etik
DPR yung telah distsun dapat
diberlakukan. dijalankan dan

ditewak kan dengan sung guli-
sungeguh oleh sciuruh

Anggota DPR, lengkap
dengan sanksi yang efekiif
hiagi para pelanogarnya.

"Dengan Kata lain, MK
difungsikan untuk memeriksi
Iaparan laporan alaupun
pengaduan-pengaduan dan
menegakkan kode etik bagi
para pelangear dengan
menjatuhkan sanksi yang
egas, ujar Sudding

Ditambahkan Wakil
Kertua MKD, Adics Kadir.
dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya mencgakan
kode etik DPR, MKD
memposisikau dirinya
sebagai Peradilan ik,
Peradilan yang bertugas
nemeriksa, mengadili, dan
memutus perkara

pelanggaran kode etik di
DPR.

"Dalam mencgakkan
kode etik untulk menjiag
marwah dan keluhuran

$) dari anggota
DPR sendiri yang ridak
terima putusan MK yang

martabat DPR ity MKD  bersifat Final and
pernall menerima gugatan RBinding,"unakap Adies
perduta di Pengadilan Namun di tingkat PN

APABILA KEDUDUKAN MKD DAPAT
DIPANDANG SEBAGAI PERADILAN
ETIK, MAIKA DAPAT DUCATEGORIKAN
SEBAGAI PENGADILAN YANG
BERBEDA LINGKUNGAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
SURAT EDARAN TERSEBUT. SEHINGGA
TIDAK DAPAT DUADIKAN OBJEK
GUGATAN UNTUIK DIPUTUSKAN LAGIH
SEBAGAI PUTUSAN PERKKARA DALAM
PERADILAN UMUM.

Sarifuddin Sudding
Wakil Ketua MKLD DFR R

Ketua DPR RI, Bambang S
MKD, Sarifuddin Sude ﬂr\
Semina
Ancol

gugatan terhadap Putusan
MK fersebut telah
diputuskan dengan Putusan
MENOLAK gugatan yang
telah memiliki kekuatan
hukum bersilat
lersebut.

Hal itu menurat Wakil

tetap

Ketua MKD. TB
Socinnandjaja didasarkun
atas perltimbangan hukum

bahwa puwiusan MKD
merupakan putusan perkara
ctik yang belum diatur
daliun ranah hukum, datam
hal ini Peradilan Umum

Berdasarkan praktik
tersebut, keduedukan Patusan
MK dapat diposisikan
sebagai sesuatn yang dulam
sistem Kekuasaan
Kehakiman rentan menjadi
objek gugatan
Terlebih Jagi dalam Pe
10 ayal (1) Undang-Undang
Koekuasaan Kehakiman No.
48 Tahun 2009 dimana
Pengadilan ditarang
menolak untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum
tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk
memeriksa dan
mengadilinya.

Pada kesemnpatan tersehul
Ketna Komisi Yudisial (KY),
Aidul Fiwriciada Azhari
menjeluskan bDaliwa
Wewenang KY sehagaimana
tercantum dalam UTLNOLLY
Lahun 2011 Pasal 13, salah

cesayo didampingi Waldl Kera
Hexry KUtuu IKAH!, Suhicdi 1
ELTMIKD BPRLRL 1 Meituns Convtntion Catra,

buka

sutunya menjaga dan
menegakkan kehormatan,
Keluhuran dan martabat serta
perilaki hakin

Dengan demikian
kedudukan KY beserta
Mahkamah Kehormatan
Hakim (MKI11) di lembaga
kehakiman lingkungan
Mahkamah Agung tidak
berbeda dengan kedncnkan
MK -

Tidak hanya itu, dalaw
Surat Edaran No 3 Tahun
2002 Tentang Penanganan
Perkara yang berkattan
dengan Asus Nebis In Idem
yakni Proses di Pengadilan
vang berbeda lingkungan.

"Apabitu kedudukan
MET dupat dipandang
sebagai Peraditan 11
dapat dikategorikan

dimaksud dalam surat edaran

ersebul. Sehingga tiduk dapat
dijadikam objek gugatan untuk
diputuskan lagi scbagar
putusan perkara dalam
Peradilan Umum "lambah
Sudding.

Meski demikian haik
Sudding, Adies maupun
Socnmandjaja berharap agar
semua anggota DPR
memalanmi aturan dan kode
ctik yang telah disusun
bersama, agar MK ads
mengaelar peradilan etk
tevhadap anggota DPR yang
notabene merupakan
rekannya sesaima legislator. 8
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